
3. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun I 999 Nomor I 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro. Jambi, 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor S·Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun I 999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Sarolangun; · 

a. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah 
baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabunaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Susunan Orga .i dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Sarolang tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan 
perubahan; 

Menimbang 

BlJPATl SAROLANGUN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 
04 T AHUN 2008 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPA TEN SARO LAN GUN 

TENTANG 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
NO MOR O 8 T AHUN 2009 

PEMERINT AH KABUPATEN SAROLANGUN 

: t. .-.,- ... 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah 
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2008 Nomor 04); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741 ); - 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 73 7); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 · Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)°; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Nega-a Republik Indonesia Nomor :4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 'tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 19'94 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1547); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Non{or 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

. . ,r . ,- 



4. Ketentuan . 

Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimak.sud dalam P,asal 24, 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijak.an teknis dibidang lingkungan hidup daerah; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang lingkungan hidup; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup 

daerah; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 25 

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelak.sanaan kebijak.an daerah dibidang lingkungan 
hidup daerah. 

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Ketentuan Bagian Kedelapan Paragraf 15 Pasal 24 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kcdelapan 
Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Paragraf 15 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 24 

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Sarolangun terdiri dari: 
h. Badan Lingkungan Hidup Daerah; 
k. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 
I. Kantor Pengolahan Data Elektronik; 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran 'Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan BAB II, Pasal 2 ayat ( 1) Huruf h dan k diubah dan ditambah 

Huruf I sehingga berbunyi sebagai berikut : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN SAROLANGUN 
dan 

BUPATI SAROLANGUN 

Dengan Persetujuan Bersama 

Menetapkan 

,; 
,·' 



d. pelaksanaan . 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program perizinan; 
b. pcnyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 
c. pelaksanaan koordinasi proses pe1ayanan perizinan; 

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi dibidang perizinan secara terpadu. 

Paragraf 21 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 33 

Bagian Kesebelas 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

6. Ketentuan Bagian Kesehelas Paragraf 21 Pasal ·33 sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

5. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

( 1) S usunan Organisasi Badan Lingkungan Hid up Daerah Kabupaten 
Sarolangun terdiri dari: 
a. Kepala Badan: 
b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Subbagian Umwn dan Kepegawaian. 
2. Subbagian Keuangan. 
3. Subbagian Penyusunan Perencanaan dan Program. 

c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri dari: 
1. Subbid Tata Lingkungan. 
2. Subbid AMDAL. 

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengujian 
Kualitas Lingkungan terdiri dari : 
1. Subbid Pengendalian Pencernaran Lingkungan. 
2. Subbid Pengujian Kualitas Lingkungan, 

e. Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan 
Pemulihan Kualitas Lingkungan terdiri dari : 
1. Subbid Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 
2. Subbid Pemulihan Kualitas Lingkungan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 26 

Paragraf 16 
Susunan Organisasi 

4. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

• i 



d. menyusun . 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A, 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sarolangun 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program: 
b. pengelolaan data elektronik dan produksi; 
c. melaksanakan pengembangan Aplikasi Telematika; 

Pasal 35 B 

Kantor Pengolahan Data Elektonik mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan merumuskan kebijkasanaan Pemerintah Kabupaten dibidang 
Pengolahan Data Elektronik. 

Paragraf 22 A 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 35 A 

Bagian Kesebelas A 
Kantor Pcngolahan Data Elektronik 

I 0. Diantara Pasal 35 dan 36 disisipkan 1 ( satu) Bagian, 2 (dua) Paragraf, 
3 (tiga) Pasal yakni Bagi an Kesebelas A, Paragraf 22 A, Paragraf 22 B, 
Pasal 35 A, Pasal 35 B dan Pasal 35 C sehingga beberbunyi sebagai 
berikut: · 

(2) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

9. Ketentuan Paragraf 22 Pasal 35 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten SaroJangun terdiri darI: 
a. Kepala Badan: 
b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
. 2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Perencanaan. 
c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari: 

Tim Teknis 
d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari : 

Tim Teknis. 
e. Bidang Penyuluhan terdiri dari: 

Tim Teknis 
f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari: 

Tim Teknis 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 35 

Paragraf22 
Susunan Organisasi 

8. Ketentuan Paragraf 22 Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. · 

' I 



LEMBARAN DAERAH KABUP A TEN SARO LAN GUN T AHUN 2009 NOMOR 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal II 

(2) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten 
Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(I) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten 
Sarolangun terdiri dari: 
a. Kepala Kantor; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Data dan Produksi; 
d. Seksi Aplikasi Telematika; 
e. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 35 C 

Paragraf 22 B 
Susunan Organisasi 

d. menyusun perencanaan Sarana Komunikasi Dan Inseminasi 
Informasi; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai · dengan 
tugas dan fungsinya. 

• I 
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II. PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL CUKUP JELAS 

Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap 'Perangkat 

Daerah dilakukan Perubahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang konseptual 

Oalam rangka mewujud Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan 

Kebiiakan dalam Penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun 

Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi 

Pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih Profesional 

transparan, hirarki yang pendek dan terdcsentralisasi kewenangannya, oleh karena itu 

Organisasi Sckretariat Dacrah dan Sekrerariai Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten 

Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 

I. PENJELASAN UMUM. 

PERUBAHAN AT AS PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN SAROLANGUN NO MOR 02 
TAHUN 2009 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K.ERJA SEK.RETARIAT 

DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KABUPATENSAROLANGUN 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
NOMOR o{J TAHUN 2009 

,,TENTANG . 

ATAS 

PENJELASAN 


